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Lampiran 

P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2014/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : N a m a : ASANUDIN bin RUDI HARTA;---------- Tempat lahir : Jakarta;----------------------------------------- U m u r / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 1 April 1971;-------------------- Jenis Kelamin : Laki - laki ;------------------------------------- Kebangsaan : Indonesia;-------------------------------------- Tem pat Tinggal : Desa Plumbon Blok Pulo, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;------------------------------------ Agama : Islam;------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta;---------------------------------------- Terdakwa ditahan dalam rumah tahan negara (rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut :--------------------------------------- 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;--------------------------------------------------------------------------- 2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;-------- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15Januari 2014 sampai dengan tanggal 29Januari 2014; -------------------------------------------------------------------------- 4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;----------------------------------------- 5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 1Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014;-------------------------- 6. Hakim Tinggi Bandung, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30April 2014;--------------------------------------------------------------------- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;---------------------------------------- Pengadilan Tinggi tersebut;------------------------------------------------------------ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 103/Pen/Pid.Sus/2014/PT.Bdg, tanggal 29 April 2014 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;------------ Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-------------------------------------------------------------- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDM-04/Inmyu/01/2014, tanggal 28 Januari 2014, dengan uraian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------ 
KESATU Bahwa terdakwaAsanudin bin Rudi Harta, pada hari Senin tanggal 18November 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.30 WIB, Sdr. Hendra (belum tertangkap) menemui terdakwa Asanudin bin Rudi Harta di Beos Jakarta Barat kemudian Hendra menitipkan 2 paket sabusabu untuk diserahkan kepada seseorang di Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu setelah terdakwa menerima titipan 2 paket sabu-sabu dari Hendra kemudian 2 paket sabu oleh terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian depan kemudian sebelum terdakwa berangkat ke Indramayu terdakwa dan Hendra menggunakan sabu-sabu dengan cara botol buah vita tutupnya dilubangi 2 lubang kemudian pada lubang tutup botol dimasukkan sedotan lalu memasukkan sabu ke dalam botol dengan menggunakan pipet kemudian botol dibakar kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok.--------------------------------------------------------------------------------------------- - Bahwa stelah terdakwa menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju ke indramayu dengan menggunakan angkutan bus umum lalu turun di Daerah Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu kemudian terdakwa menunggu seseorang dipinggir jalan.------------------------------------------------------------------- - Bahwa saksi Molyono dan saksi Acep Fajar Timur (Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Desa Patrol Kec.Patrol Kab. Indramayu serta menyebutkan ciri-ciri orang yang akan transaksi jual beli narkoba kemudian saksi Mulyono dan saksi AcepFajar Timur mendatangi tempat tersebut setelah melihat seseorang yang sedang menunggu dipinggir jalan Raya Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pelapor kemudian saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur mendekati terdakwa, setelah dilakukan penggledahan badan ditemukan 2 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan kemudian saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur menanyakan ijin dari Kementerian Kesehatan RI memiiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 2 paket sabu-sabu kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa 2 paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip untuk pemeriksaan lebih lanjut.-------------------- - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. No.LAB : 3223 / NNF / 2013, tanggal 27 November 2013, yang ditanda tangani I. Jaswanto, 2. Tri Widiastuti, 3. Novia Heryani dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1466 / 2013 / OF berupa kristal warna putih mengandung Metamphetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I) .-------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--------------------------------- atau 
KEDUA Bahwa terdakwaAsanudin bin Rudi Harta, pada hari Senin tanggal 18November 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat Beos Jakarta Barat walaupun locus delicti perkara ini ada di wilayah hukum PN Jakarta Barat akan tetapi domisili saksi-saksi berada di wilayah hukum PN Indramayu, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.30 WIB, Sdr. Hendra (belum tertangkap) menemui terdakwaAsanudin bin Rudi Harta di Beos Jakarta Barat kemudian Hendra menitipkan 2 paket sabusabu untuk diserahkan kepada seseorang di Desa Patrol, Kec. Patrol, Kabupaten Indramayu setelah terdakwa menerima titipan 2 paket sabu-sabu dari Hendra kemudian 2 paket sabu oleh terdakwa disimpan di dalam sakucelana bagian depan kemudian sebelum terdakwa berangkat ke Indramayu terdakwa dan Hendra menggunakan sabu-sabu dengan cara botol buah vita tutupnya dilubangi 2 lubang kemudian pada lubang tutup botol dimasukkan sedotan lalu memasukkan sabu ke dalam botol dengan menggunakan pipet kemudian botol dibakar kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok.--------------------------------------------------------------------------------------------- - Bahwa stelah terdakwa menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa menuju ke indramayu dengan menggunakan angkutan bus umum lalu turun di Daerah Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu kemudian terdakwa menunggu seseorang dipinggir jalan;------------------------------------------------------------------- - Bahwa saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur (Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Desa Patrol Kec.Patrol Kab. Indramayu serta menyebutkan ciri-ciri orang yang akan transaksi jual beli narkoba kemudian saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur mendatangi tempat tersebut setelah melihat seseorang yang sedang menunggu dipinggir jalan Raya Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pelapor kemudian saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur mendekati terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana bagian depan kemudian saksi Mulyono dan saksi Acep Fajar Timur menanyakan ijin dari Departemen Kesehatan RI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 2 paket sabu-sabu kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa 2 paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip untuk pemeriksaan lebih lanjut.;----------------------------------------------------------- - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. No.LAB : 3223 / NNF / 2013, tanggal 27 November 2013, yang ditanda tangani I. Jaswanto, 2. Tri Widiastuti, 3. Novia Heryani dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1466 / 2013 / OF berupa kristal warna putih mengandung Metamphetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I);--------------------------------------------------------- - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Test Urine No.Reg. : 1460 / XI / 2013 / Medika, tanggal 19 November 2013 yang ditanda tangani dr. Lisfayani dengan kesimpulan hasil tes urine An. Asanudin bin Rudi Harta, ditemukan Metamphetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I);----------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------------------------------- Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-04/ Inmyu/01/ 2014, tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan:---- 1. Menyatakan terdakwa Asanudin bin Rudi Harta, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asanudin bin Rudi Harta, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan penjara;------------------------------------------------------------------------- 3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat 29,1 gram,dirampas dimusnahkan;-------------------------------------------------------------- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);------------------------------------------------------------------ Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatan serta memohon keringanan hukuman;------- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 26 Maret 2014, Nomor: 43/Pid.B/Sus/2014/ PN.Im., yang amarnya sebagai berikut: - Menyatakan terdakwa ASANUDIN Bin RUDI HARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“;-------------------------------------------------- - Menghukum terdakwa ASANUDIN Bin RUDI HARTA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-------------------- - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ------------------------------------------------ - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;---------------------- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 29,1 gram, dirampas untuk dimusnahkan;----------------------------------------------- - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------------- Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 04/ Akta.Pid./ 2014/PN.Im, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Bhakti, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan pada tanggal 1 April 2014, Terdakwa Asanudin bin Rudi Harta, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;------------------ 
Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor 04a/Akta.Pid./2014/PN.Im, yang dibuat dan ditandatangani oleh Karyoso, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan pada tanggal 2 April 2014, telah memberitahukan kepada Muhammad Erna, S.H., JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengenai permintaan banding dari Terdakwa; Telah memperhatikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor 43/Pid.B/Sus/2014/ PN.Im, tanggal 17 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Karyoso, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu,yang menerangkantelah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;--------------------------
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu dijatuhkan pada tanggal 26 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2014, Terdakwa Asanudin bin Rudi Harta, mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permohonan banding Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengajukan hak banding atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut, namun sampai dengan saat pemeriksaan banding ini, terdakwa tidak mengajukan memori banding, yang menjadi alasan keberatan terhadap isi putusan dimaksud;------------------------------ 
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 26 Maret 2014, Nomor. 43/Pid.B/Sus/2014/PN.Im, Pengadilan Tinggi berpendapat, hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini; -------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara:PDM-04/Inmyu/01/2014, tanggal 28 Januari 2014, terdakwa dikenakan dakwaan berbentuk alternatif,dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau dakwaaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.Akan tetapi dalam surat tuntutan pidana,No.Reg.Perk: PDM-04/ Inmyu/01/ 2014, tanggal 19 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan yaitu pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009;--------------------------- 
Menimbang, bahwa meskipun antara ayat (1) dan ayat (2) pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tergolong satu rumpun tindak pidana, namun sesungguhnya terdapat perbedaan esensial. Ayat (2) pasal a quo mengancam pelaku yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan ayat (1) pasal a quo, tidak mengatur besaran berat/gram dan ancaman pidana lebih ringan, minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun;---------------- 
Menimbang, bahwa tuntutan pidana kepada terdakwa diluar pasal yang didakwakan dengan konsekuensi hukum ancaman pidana lebih tinggi, jelas tidak dapat dibenarkan. Sebab selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar hak asasi terdakwa yang dijamin dalam proses peradilan pidana yang fair dan akuntabel;----------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa kesalahan dalam penuntutan itu juga tampak dalam putusan hakim tingkat pertama, sehingga uraian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti, saling kontradiksi. Pertama, pengutipan dakwaan kesatu dalam putusan mengacu pada pasal 112 ayat (2), padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan pasal 112 ayat (1). Kedua, dalam uraian pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama menyebutkan dan menguraikan unsur-unsur pasal 112 ayat (1), tetapi ketika menyimpulkan uraian unsur yang terbukti sesuai perbuatan terdakwa malah menyimpulkan telah terpenuhi pembuktian unsur-unsur pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dalam “dakwaan ketiga”, padahal tidak ada dakwaan ketiga. Kekeliruan yang sama diteruskan dengandasar hukum mengadili perkara ini, seperti bagian akhir putusan yang menyebutkan memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;---------- 
Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama telah terjadi kesalahan dalam pembuktian dengan akibat penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan maka Pengadilan Tinggi berpendapat, hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga putusannya harus dibatalkan;-- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili ulang substansi perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan manakah yang lebih tepat sesuai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semula terdakwa menerima titipan 2 (dua) paket sabu-sabu, seberat 29,1 gram berupa kristal warna putih mengandung Metamphetamin positif (termasuk Narkotika Golongan Ibukan tanaman) terbungkus dalam plastik klip warna bening, dari Hendra (DPO) yang konon akan diserahkan kepada sesorang di Desa Patrol, Indramayu. Terdakwa kemudian menyimpannya dalam saku celana. Namun sebelum berangkat, terdakwa menggunakan/mengkonsumsi bersama Hendra (DPO) sebagian sabu-sabu itu dengan cara menghisap melalui alat bong dan sedotan, setelah dibakar layaknya orang merokok. Setelah menghisap, terdakwa merasa badan segar dan tidak ngantuk;----------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan menerima 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan lalu menggunakan dengan tujuan suatu kenikmatan dan kesenangan sesaat, Pengadilan Tinggi berpendapat terlepas dari akan diserahkan sabu-sabu kepada seseorang di Desa Patrol, yang hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya, terdapat fakta bahwa terdakwa sudah menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu itu maka lebih tepat posisi terdakwa diklasifikasikan sebagai pengguna karena menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang;------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket sabu-sabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan/ konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya; 
Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan alat bukti, surat keterangan hasil urine, No. Reg. 1460/XI/2013/Medika, yang ditandatangani oleh Dr. Lisfayeni, selaku penanggung jawab Klinik Medika Indramayu, menerangkan berdasarkan pemeriksaan air seni terdakwa dilaboratorium ditemukan tanda-tanda penggunaan zat tersebut (metamphetamine positif) maka Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan pasal dalam dakwaan ke – dua sebab telah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut;---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;---------------------------------- 
Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peradaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagian kecil dari jumlah 29, 1 gram yang menjadi barang bukti perkara ini;--------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkotika yang sebenarnya juga adalah korban dari narkotika dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;--------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;--- 
Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa perlu mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dengan mengacu pada ketentuan perundangan dibawah ini : ------------------------------------ 
1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;------------------------------------------------------------------------- 
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”;------------------------------------- 
3. Pasal13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban merehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan :---- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;---------------------------------------------- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;---------------------------------------------- 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;--------------------------------------------------------------------------------------- 
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rahabilitasi Sosial ; 
6. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan : “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar narkotika, ditahan di rumah tahanan negara dan yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di rumah tanahan negara atau Lembaga Pemasyarakatan”. ------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, terdakwa dapat diklasifikasi pecandu narkotika sebab pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;-------------------------------------------- Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo, terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara memasukan lebih dulu sabu tersebut kedalam botol buah vita yang sudah dilubangi dengan dua lubang untuk memasukan sedotan/pipet. Lalu botol dibakar sejenak kemudian asapnya dihisap melalui pipet, seperti layaknya menghisap rokok. Penggunaan sabusabu dengan cara demikian, mencerminkan tingkat pengetahuan terdakwa, seperti sudah terlatih/terbiasa. Terdakwa juga mengakui sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakannya. Jika dihubungkan dengan tujuan penggunaan untuk memperoleh kenikmatan, euforia atau menambah energi atau percaya diri dan dilakukan secara terus menerus dan menghasilkan efek yang sama maka dapat disimpulkan terdakwa berada dalam keadaan ketergantungan narkotika;--------- Menimbang, bahwa perintah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada terdakwa, dipandang sudah memenuhi persyaratan alternatif untuk rehabilitasi, seperti diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Meskipun SEMA ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat demi kepentingan perawatan terdakwa yang juga selaku korban narkotika itu sendiri, serta dalam konteks semangat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat sajamenilai kondisi kecanduan itu berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara ini, sebab hakim sudah diberi kewenangan untuk itu, dalam pasal 54 dan 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terpidana kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis maka terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis, yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;-------------------------------- Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkotika atau obat-obat terlarang lainnya; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tNomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/ BNN, tanggal 11 Maret 2014, kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan ditempat terdakwa menjalani masa tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa berada dalam tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-------------------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya pidana tersebut haruslah dikurangkan dengan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa;- ------------------------------------------ Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandunarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-------------------------------------------------------- Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika Jo. SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Jo.Pasal 241 ayat (1) dan 242, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 2 ayat (4) dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;--------------------------------------------------------------- MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari Pembanding ASANUDIN bin RUDI HARTA; -------------------------------------------------------------------------------------- - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 26 Maret 2014, Nomor 43/Pid.B/Sus/2014/PN.Im, yang dimohonkan banding; ------ MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan terdakwa ASANUDIN bin RUDI HARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;-------------------- 2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; ----------------------------------------------------------------------------- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;------ Memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Indramayu, selama 4 (empat) bulan;----------------------------------------------------------------------- 6. Menetapkan masa selama terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukumnan;- 7. Memerintahkan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 29,1 gram dirampas untuk dimusnahkan;--------------------------------------- - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yakni tingkat pertama sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---------- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SELASA tanggal 20 Mei 2014, oleh kami F. WILLEM SAIJA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. EFFENDI GAJO, S.H.,M.H., dan WILLEM DJARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota, dibantu HENDAYANI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;------ HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA, Ttd Ttd H. EFFENDI GAJO, S.H., M.H. F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H. Ttd WILLEM DJARI, S.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd HENDAYANI, S.H.
